PR
BUPATI PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur kewajiban pemilahan
sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle di
Kabupaten Pasuruan sebagai upaya pengurangan dan
penanganan sampah, salah satunya yang harus dilengkapi
adalah kewajiban setiap orang, kewajiban Pemerintah
Desa/Kelurahan dan kewajiban Pemerintah Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada
huruf a maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor
3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten
Pasuruan dengan Peraturan Bupati untuk melaksanakan
Ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, maka perlu mengatur
Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun
2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007
tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank
Sampah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013
tentang  Penyelenggaraan  Prasarana dan  Sarana
Persampahan Dalam Penganganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi-Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2009 - 2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan  Persampahan/
Kebersihan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Lingkungan Hidup;

Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 24 Tahun
2015 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Sampah di Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Manetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PASURUAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan judul pada BAB III dan Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
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Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 3A,
Pasal 3B, Pasal 3C dan Pasal 3D yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 3A

Setiap orang di seluruh wilayah desa dan kota di Daerah wajib
melakukan pemilahan sampah dari sumbernya.

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan
mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis menjadi
paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3)
rumah tangga;

sampah yang mudah terurai (organik);

sampah yang dapat digunakan kembali;

sampah yang memiliki nilai ekonomis (laku dijual); dan

o a o o

sampah lainnya (residu) untuk dibuang ke Tempat Pemrosesan
sampah Akhir (TPA).

Pasal 3B

Dalam rangka percepatan pemilahan sampah ditunjuk desa/kelurahan
percontohan di daerah.

Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 3C

Pemerintah Desa/Kelurahan wajib membentuk kader pemberdayaan
masyarakat yang disebut Kader Lingkungan untuk membantu
pelaksanaan pengelolaan lingkungan di wilayahnya masing-masing.
Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Pengelola kawasan permukiman
dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan dan mengelola
sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan berupa TPS
3R.

Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Pengelola kawasan permukiman
dalam hal menyediakan dan mengelola sarana pemilahan dan
pewadahan sampah skala kawasan wajib :

a. menyediakan lahan seluas sekurang-kurangnya 200 m2 untuk TPS
3R;

b. menganggarkan biaya untuk pengelolaan sampah;
memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pemilahan
sampah dan pengolahan sampabh;

d. memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
kepada Bupati melalui BLH mengenai pengelolaan TPS 3R dan Bank
Sampah di wilayah kerjanya; dan

e. membuka dan mengkaji peluang bagi pihak ketiga untuk mendukung
upaya pelestarian lingkungan utamanya pengelolaan sampah skala
kawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 3D

(1) Pemerintah Daerah dalam hal pemilahan sampah wajib :

a.

b.

memfasilitasi sarana dan prasarana pemilahan dan pewadahan
sampah skala kawasan;

menyediakan sarana dan prasarana pemilahan dan pewadahan
sampah skala kabupaten;

memberikan pembinaan berupa pendidikan dan bimbingan teknis
kepada masyarakat dalam hal pemilahan sampah dan pengolahan
sampah;

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana pemilahan dan
pewadahan sampah skala pemukiman dan skala perkotaan; dan

membuka dan mengkaji peluang bagi pihak ketiga untuk mendukung

upaya pelestarian lingkungan utamanya pengelolaan sampah skala
kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya adalah
pihak industri/perusahaan, kader masyarakat, kader lingkungan, forum
komunikasi baik dari dalam maupun luar Kabupaten Pasuruan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI PASURUAN,
ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 22



